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PERKHAPPI Bahas Penguatan 
Regulasi Hilirisasi Mineral dan 
Batubara Bersama Kementerian 

Mediajustitia.com – Kementerian Sekretariat 
Negara Republik Indonesia mengundang 
Perkumpulan Konsultan Hukum dan Pengacara 
Pertambangan Indonesia (PERKHAPPI), 
Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., 
CMLC., CTLC., C.Med. selaku Sekretariat 
Jenderal PERKHAPPI, didampingi oleh Dr. Ida 
Sumarsih, S.H., M.Kn. selaku Kabid Hub Antar 
Lembaga dan Lingga Nugraha, S.H., M.H., CLA., 
CMLC selaku Kabid Diklat PERKHAPPI. Pada 
kesempatan tersebut membahas penguatan 
regulasi tata kelola hilirisasi komoditas 
mineral dan batubara. Acara ini berlangsung 
pada Jum’at, 21 Februari 2025 di Ruang Rapat 
Sadewa Lantai 3, Gedung Sekretariat Kabinet, 
Jl. Veteran Nomor 18, Jakarta Pusat.

Salah satu isu utama yang dibahas dalam 
forum tersebut adalah implementasi Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral 
dan Batubara. Undang-undang ini menjadi 
landasan hukum yang penting dalam 
memperbaiki tata kelola sektor pertambangan 
di Indonesia, terutama dalam- mendorong 
hilirisasi komoditas mineral dan batubara 
agar dapat memberikan nilai tambah yang 
lebih besar bagi perekonomian nasional. 
Sebagai Sekretaris Jenderal PERKHAPPI, 
Andriansyah Tiawarman K, menggarisbawahi 
pentingnya regulasi yang jelas dan tegas 
dalam pengelolaan sektor ini, termasuk 

dalam hal kewajiban hilirisasi yang 
diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2020. Ia menilai 
bahwa keberhasilan hilirisasi sangat 
bergantung pada implementasi yang 
konsisten dari kebijakan-kebijakan 
tersebut, agar industri dalam negeri 
bisa mendapatkan manfaat maksimal 
dari pengolahan dan pemanfaatan 
sumber daya alam. Diskusi juga 
mencakup perubahan penting yang 
diatur dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 96 Tahun 2021 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang 

kemudian direvisi melalui Peraturan 
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. Peraturan 
ini memberikan arahan lebih lanjut mengenai 
kewajiban pelaku usaha untuk melakukan 
pengolahan dan pemurnian mineral di dalam 
negeri, serta memperkuat aturan terkait 
persyaratan teknis dan pengawasan. Dalam 
kesempatan tersebut,Andriansyah Tiawarman 
K, menyatakan bahwa revisi ini merupakan 
langkah yang positif untuk memperjelas 
aspek hukum dan mendorong pelaksanaan 
hilirisasi yang lebih efektif. tuk melakukan 
pengolahan dan pemurnian mineral di dalam 
negeri, serta memperkuat aturan terkait 
persyaratan teknis dan pengawasan. Dalam 
kesempatan tersebut,Andriansyah Tiawarman 
K, menyatakan bahwa revisi ini merupakan 
langkah yang positif untuk memperjelas aspek 
hukum dan mendorong pelaksanaan hilirisasi 
yang lebih efektif.

Danil Arif Iskandar, Asisten Deputi Bidang 
Ketenagakerjaan, Investasi, dan Hilirisasi 
di Kementerian Sekretariat Negara RI, 
menyatakan bahwa dalam pelaksanaan 
kebijakan pertambangan, pemerintah 
memerlukan berbagai perspektif dari berbagai 
pihak, termasuk para praktisi di sektor 
pertambangan, untuk memberikan masukan 
dan saran dalam penyusunan regulasi dan 
kebijakan pertambangan di Indonesia.

Liputan dan Berita  |  Jumat, 21 Februari 2025
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“Saat ini kan ada namanya Global Minimum 
Tax (GMT) itu kan segitu juga sistem bayarnya. 
Jadi nanti tergantung pemerintah itu mau 
ngasih insentif apa lagi di luar itu, gitu. Jadi 
sekiranya kebijakan insentif apalagi yang 
sekiranya bisa dibuat pemerintah? Kalau 
tumpang tindih itu sudah umumlah. Amdal 
2-3 tahun itu wajar, tapi itu yang sedang kita 
perbaiki saat ini,” ucap Danil.

Menanggapi masalah tersebut, Andriansyah 
mengungkapkan beberapa rekomendasi 
yang dapat diberikan oleh PERKHAPPI kepada 
pemerintah. “Setelah kami memaparkan 
tujuh isu penting di sektor pertambangan, 
kami juga memiliki tujuh rekomendasi yang 
dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 
pemerintah,” ujar Andriansyah.

Sebagai solusi atas berbagai tantangan 
yang ada, PERKHAPPI mengajukan sejumlah 
rekomendasi strategis. Pertama, pemerintah 
harus memastikan adanya stabilitas regulasi 
untuk memberikan kepastian hukum kepada 
investor dan menghindari perubahan kebijakan 
secara mendadak. Selain itu, koordinasi antara 
kebijakan pusat dan daerah perlu diperkuat 
agar tidak ada tumpang tindih yang dapat 
menghambat implementasi kebijakan. Kedua, 
insentif investasi seperti tax holiday dan tax 
allowance perlu diperluas untuk mempercepat 
investasi dalam pembangunan smelter dan 
industri hilir lainnya. Proses perizinan juga 
harus disederhanakan agar investor tidak 
terkendala oleh birokrasi yang berlebihan.

Ketiga, pemerintah perlu fokus pada penguatan 
infrastruktur di daerah penghasil mineral untuk 
mendukung perkembangan industri hilirisasi 

secara optimal. Pembangunan infrastruktur 
energi, jalan, dan pelabuhan harus dipercepat 
untuk memastikan kelancaran operasional 
industri hilir. Keempat, hilirisasi harus diperluas 
untuk mencakup komoditas lain seperti 
bauksit, tembaga, dan batubara, sehingga 
manfaat ekonomi dapat lebih merata dan tidak 
bergantung hanya pada sektor nikel. Kelima, 
dalam menghadapi tekanan internasional 
terkait kebijakan hilirisasi, pemerintah perlu 
memperkuat strategi diplomasi ekonomi, 
termasuk memperluas kerja sama bilateral 
dan multilateral untuk mendukung investasi 
dan transfer teknologi.

Di akhir forum, Andriansyah Tiawarman K, 
menyampaikan harapannya agar seluruh 
regulasi yang ada tidak hanya menjadi 
aturan yang ditulis di atas kertas, tetapi dapat 
dilaksanakan dengan maksimal. Ia percaya 
bahwa dengan komitmen yang kuat dari semua 
pihak, Indonesia dapat mengoptimalkan 
potensi sumber daya alamnya, serta 
menciptakan industri pertambangan yang 
berkelanjutan dan menguntungkan bagi 
perekonomian negara.

Baca berita lainnya di https://www.mediajustitia.com/berita/
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Penandatanganan Perjanjian 
Kerjasama Mediator Non Hakim di 
PN Jakarta Barat: Komitmen untuk 
Penyelesaian Perkara dengan 

Mediajustitia.com – Ruang Sidang Utama 
Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus 
menjadi saksi dari Pertemuan Mediator Non Hakim 
dengan pimpinan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, 
adapun agenda utama berupa Penandatanganan 
Perjanjian Kerjasama Mediator Non Hakim serta 
Penyerahan Surat Keputusan oleh Ketua Pengadilan 
Negeri Jakarta Barat (17/02/2025). 

Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Ketua 
Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Bapak Dr. 
Dahlan, SH.,MH., yang didampingi oleh Wakil Ketua 
Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Bapak Achmad 
Satibi, SH., MH., serta Koordinator Mediator Non 
Hakim, Ibu Susy Tan, SH., MH. Para mediator non 
hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat serta 
Ibu Dr. Dra. Risma Situmorang, S,H., M.H. yang juga 
merupakan Ketua Umum Asosiasi Mediator Duta 
Damai turut hadir dalam pertemuan ini.

Rapat diselenggarakan sebagai langkah 
mengoptimalkan peran mediator menjadi 
fungsi peradilan dalam menyelesaikan sengketa 
keperdataan, baik mediator hakim maupun non 
hakim.

“Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi 
pada waktu penandatangan MOU ya. Mudah-
mudahan untuk 2025 hasil mediasinya dapat lebih 
meningkat lagi ya. Luar biasa, cuma sekali lagi 
saya ingatkan agar supaya etika dijaga. Sehingga 
keberatan-keberatan dari pihak ya, baik pengugat 
maupun terugat itu tidak ada.” Jelas Bapak Dr. 
Dahlan.

Dalam suasana yang penuh keharmonisan, 
koordinator mediator non hakim bersama 

dengan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat 
menandatangani Perjanjian Kerjasama yang 
bertujuan untuk memperkuat peran mediator non 
hakim dalam penyelesaian perkara di Pengadilan 
Negeri Jakarta Barat. Penandatanganan ini 
menjadi tonggak penting dalam memperkuat 
upaya menciptakan penyelesaian perkara yang 
adil dan efektif. Selain itu, dalam pertemuan ini juga 
dilakukan penyerahan Surat Keputusan oleh Ketua 
Pengadilan Negeri Jakarta Barat kepada para 
mediator non hakim sebagai tanda pengakuan 
atas kualifikasi dan kompetensi mereka dalam 
melakukan mediasi di pengadilan.

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Bapak Dr. 
Dahlan, SH.,MH., dalam sambutannya menyatakan 
pentingnya peran mediator non hakim dalam 
mendukung sistem peradilan yang efisien dan adil. 
Beliau juga mengapresiasi dedikasi serta komitmen 
para mediator non hakim dalam menjalankan tugas 
mereka dengan baik. Pertemuan ini diharapkan 
dapat menjadi momentum untuk meningkatkan 
kualitas layanan mediasi di Pengadilan Negeri 
Jakarta Barat serta memberikan kepercayaan 
yang lebih besar dari masyarakat terhadap sistem 
peradilan yang ada, serta dapat memberikan 
dampak positif dalam upaya peningkatan 
penyelesaian perkara secara keadilan dan efisien 
di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Ibu Susy Tan menjelaskan penandatanganan 
MOU ini juga diharapkan dapat membantu 
meningkatkan kualitas dan kuantitas yang 
lebih baik lagi bagi para mediator-mediator di 
Pengadilan Jakarta Barat. 

“Tentu saja kami juga berharap bahwa perkara-
perkara yang dilimpahkan kepada para MNH itu 
bisa ditingkatkan dari sisi kualitas dan kuantitasnya. 
Lebih lagi bukan cuma 57 tapi lebih banyak lagi 
yang bisa didamaikan.” Jelas ibu Susy Tan. 

Rapat diakhiri dengan penandatanganan MoU 
antara Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 
didampingi Wakil Ketua Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan, dengan kordinator Mediator non 
Hakim yang didampingi oleh Ibu Dr. Dra. Risma 
Situmorang, S,H., M.H. yang juga merupakan Ketua 
Umum Asosiasi Mediator Duta Damai.

Liputan dan Berita  |  Senin, 17 Februari 2025

Baca berita lainnya di https://www.mediajustitia.com/berita/
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Liputan dan Berita  |  Senin, 9 Maret 2025

Universitas Borobudur Resmikan
Ruang Teater Perkuliahan Berbasis
AI Pertama di Indonesia

MediaJustitia.com – Program Pasca Sarjana 
Universitas Borobudur meresmikan ruang teather 
perkuliahan berbasis Artificial Intelligence (AI) 
pertama di Indonesia. Prof. Dr. Faisal Santiago, 
S.H., M.M. selaku Direktur Pascasarjana Universitas 
Borobudur menyampaikan bahwa tujuan 
pembangunan ruang kelas Artificial Intelligence ini, 
pertama kita mengikuti perkembangan teknologi 
informasi. Dengan AI ini akan membantu mahasiswa 
untuk mengikuti perkuliahan-perkuliahan yang 
belum sempat diikuti. Hal ini juga merupakan 
salah satu langkah Program Doktor Ilmu Hukum 
Universitas Borobudur untuk mempertahankan 
akreditasi Unggul yang telah diperoleh sejak Maret 
2024 lalu, “Tentu kita akan melakukan inovasi-
inovasi, termasuk dalam proses pembelajarannya, 
proses pengajarnya, lalu tenaga dosennya, karya 
ilmiah yang dihasilkan oleh dosennya, karya 
ilmiah yang dihasilkan oleh para mahasiswanya, 
sehingga kita bisa mempertahankan akreditasi 
unggul kita ini.  Karena mempertahankan itu lebih 
sukar daripada kita meraihnya.” Ujar Prof. Dr. Faisal 
Santiago, S.H., M.M.

Ditemui pada kegiatan yang sama, Prof. Ir. H. 
Bambang Bernantos, M.Sc. selaku Rektor Universitas 
Borobudur menyampaikan ungkapan terimakasih 
kepada Prof. Dr. Faisal Santiago atas dedikasi dan 
kerja kerasnya dalam membangun Universitas 
Borobudur khususnya Pasca Sarjana Universitas 
Borobudur, “Setelah mendapatkan akreditasi 
Unggul, baik pada program Sarjana, Magister 
dan Doktor Ilmu Hukum, serta Unggul pada level 
Universitas, saat ini kami memiliki target untuk 
masuk pada urutan Universitas terbaik di dunia 

berdasarkan world university ranking”, ujar Prof. 
Bambang dalam sambutannya. Dengan trobosan 
yang dimiliki saat ini, ia optimis, Universitas 
Borobudur akan masuk pada jajaran Universitas 
terbaik di dunia pada akhir 2025. Unggul, baik 
pada program Sarjana, Magister dan Doktor Ilmu 
Hukum, serta Unggul pada level Universitas, saat 
ini kami memiliki target untuk masuk pada urutan 
Universitas terbaik di dunia berdasarkan world 
university ranking”, ujar Prof. Bambang dalam 
sambutannya. Dengan trobosan yang dimiliki saat 
ini, ia optimis, Universitas Borobudur akan masuk 
pada jajaran Universitas terbaik di dunia pada 
akhir 2025.

Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H. selaku 
perwakilan Mahasiswa program Doktor Ilmu 
Hukum mengatakan bahwa “Setidaknya, ada 3 
aspek yang perlu dikembangkan oleh Universitas 
guna menciptakan standar Pendidikan di 
Indonesia. Infrastructure, technology, dan human. 
Saat ini, dapat dikatakan bahwa Universitas 
Borobudur telah mengakomodir ketiganya, hal ini 
merupakan langkah yang baik dan tepat untuk 
terus meningkatkan standar dan menjaga kualitas 
Universitas Borobudur”.

Kegiatan peresmian ruang teather perkuliahan 
berbasis Artificial Intelligence (AI) hari ini ditutup 
dengan kegiatan doa bersama yang di pimpin 
oleh Assoc. Prof. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. dan 
buka bersama yang diikuti oleh para mahasiswa 
Program Doktor Ilmu Hukum, para dosen, dan 
karyawan Universitas Borobudur.
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Dukung Representasi Negara 
Berkembang, Indonesia Calonkan 
Prof. Eddy Pratomo Sebagai Calon 
Hakim ITLOS dan Prof. Hikmahanto 
Juwana Sebagai Calon Anggota ILC

Mediajustitia.com – Dalam rangka mendukung 
pencalonan Indonesia di kancah organisasi hukum 
internasional, Pemerintah Republik Indonesia akan 
mencalonkan Prof. Eddy Pratomo, S.H., M.A. sebagai 
calon Hakim International Tribunal for The Law of 
the Sea (ITLOS) dan Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., 
LLM., Ph.D. sebagai calon Anggota International 
Law Commission (ILC). Kementerian Luar Negeri 
RI akan menyelenggarakan Konferensi Pers 
Pencalonan Hakim ITLOS dan Anggota ILC yang 
akan diselenggarakan pada Jumat, 9 Mei 2025 
yang bertempat Ruang Palapa, Kementerian Luar 
Negeri RI. 

Konferensi pers dihadiri oleh sejumlah tokoh 
penting, diantaranya Wakil Menteri Luar Negeri 
RI, Bapak Arif Havas Oegroeseno, S.H., LL.M., Dirjen 
Hukum dan Perjanjian Internasional, Bapak L. Amrih 
Jinangkung, Prof. Eddy Pratomo, S.H., M.A., serta Prof. 
Hikmahanto Juwana, S.H., LLM., Ph.D. 

Konferensi pers dibuka dengan sambutan 
pembuka dari Bapak Arif Havas Oegroeseno, 
S.H., LL.M. berlangsung dua kegiatan utama di 

Kepulauan Negeri. Pertama, sejak pukul 14.00 
diselenggarakan sebuah workshop bersama 
Presiden ITLOS (International Tribunal for the Law of 
the Sea), Hakim Thomas Sajar, yang membahas isu 
perubahan iklim dan dampaknya terhadap hukum 
laut. Workshop ini juga menghadirkan para pakar 
hukum internasional dari berbagai universitas di 
Indonesia, termasuk Prof. Eddy Pratomo.

Pada acara kedua Bapak Arif Havas Oegroeseno, 
S.H., LL.M. menjelaskan merupakan agenda 
pengumuman pencalonan dua tokoh Indonesia di 
bidang hukum internasional. Pemerintah Indonesia 
secara resmi mengajukan Prof. Eddy Pratomo 
sebagai calon Hakim ITLOS untuk periode 2026–
2035 dan Prof. Hikmahanto Juwana sebagai calon 
anggota International Law Commission (ILC) untuk 
periode 2028–2032. Pencalonan ini mencerminkan 
keinginan Indonesia untuk memperkuat 
representasi negara-negara berkembang dan 
kepulauan dalam forum hukum internasional, 
mengingat pentingnya peran Indonesia sebagai 
negara kepulauan terbesar di dunia.

Liputan dan Berita  |  Senin, 09 Mei 2025

Baca berita lainnya di https://www.mediajustitia.com/berita/



Media Justitia  |  11

Bapak Arif Havas Oegroeseno alasan utama 
pencalonan ini adalah pentingnya kehadiran 
Indonesia dalam pembentukan norma baru terkait 
isu-isu hukum laut, seperti dampak kenaikan 
permukaan laut terhadap batas wilayah negara. 
Pemerintah menekankan bahwa meskipun kedua 
tokoh tersebut diusung oleh negara, mereka akan 
menjalankan tugas dalam kapasitas pribadi yang 
independen, tanpa mewakili kepentingan negara 
secara langsung. Hal ini mencerminkan prinsip 
netralitas dan profesionalisme dalam forum hukum 
internasional seperti ITLOS dan ILC.

Dalam sambutan  Prof. Eddy Pratomo, S.H., M.A. 
sebagai calon Hakim International Tribunal for The 
Law of the Sea (ITLOS), menjelaskan menjelaskan 
pentingnya pencalonan wakil Indonesia dalam 
lembaga hukum laut internasional, ITLOS, dengan 
latar belakang bahwa Indonesia merupakan negara 
maritim besar di kawasan Asia Pasifik. Dari total 
21 hakim ITLOS yang mewakili berbagai kawasan 
dunia, Asia Pasifik hanya memiliki 4 atau 5 kursi. 
Karena itu, Indonesia merasa memiliki tanggung 
jawab dan kepentingan untuk menyumbangkan 
perspektif negara kepulauan yang khas, termasuk 
konsep archipelagic baseline yang membedakan 
Indonesia dari negara-negara lain. Walaupun 
calon hakim berasal dari Indonesia, mereka akan 
bertindak secara independen atas kapasitas 
pribadi, bukan sebagai wakil resmi negara.

Selain itu, Indonesia juga menyoroti peran 
strategis ITLOS yang kini mulai berkembang, 
tidak hanya menyelesaikan sengketa laut, tapi 
juga memberikan opini dan nasihat hukum 
(advisory opinion) terkait isu-isu baru seperti 
perubahan iklim, kenaikan permukaan laut, dan 
biodiversitas di luar yurisdiksi nasional (BBNJ). 
Dengan pengalaman panjang Indonesia dalam isu 
kelautan dan komitmennya terhadap UNCLOS sejak 
ratifikasi tahun 1985, Indonesia merasa layak dan 
perlu turut serta aktif dalam perkembangan norma 
hukum laut internasional. Dukungan masyarakat, 
akademisi, dan komunitas internasional pun sangat 
diharapkan untuk memperkuat posisi Indonesia 
dalam pencalonan ini.

Dalam sambutan Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., 
LLM., Ph.D. sebagai calon Anggota International 
Law Commission (ILC) menjelaskan  terkait 

pencalonannya sebagai anggota International Law 
Commission (ILC). Ia menyampaikan penghargaan 
kepada pemerintah Indonesia, khususnya 
Kementerian Luar Negeri, yang secara sistematis 
mulai mendorong keterlibatan individu-individu 
Indonesia dalam lembaga-lembaga internasional 
prestisius, bukan hanya sebagai perwakilan negara, 
tetapi atas nama pribadi. Baginya, ini merupakan 
bentuk pengakuan terhadap kompetensi akademisi 
Indonesia di bidang hukum internasional serta 
langkah strategis untuk menempatkan perspektif 
negara berkembang di forum global. Ia juga 
menegaskan perbedaan peran antara dirinya di 
ILC, yang lebih pada pembentukan dan kodifikasi 
norma hukum internasional, dengan Prof. Eddy 
Pratomo di ITLOS yang akan memutus perkara.

Lebih lanjut, Prof. Hikmahanto menyoroti pentingnya 
reshaping international law, yakni mengubah atau 
membentuk ulang hukum internasional dari sudut 
pandang negara berkembang, karena selama 
ini hukum internasional banyak didominasi oleh 
warisan dan kepentingan negara-negara Barat. 
Ia mengaitkan upaya tersebut dengan semangat 
gerakan Third World Approaches to International 
Law (TWAIL) yang menjadi dasar pandangan dan 
risetnya sejak masa kuliah. Ia juga menekankan 
bahwa proses pencalonan ini perlu dijalankan 
secara kolektif, melalui diplomasi, jaringan antar 
negara, dan dukungan institusional seperti dari 
Mahkamah Agung. Menurutnya, ini bukan hanya 
perjuangan individu, tetapi kerja bersama seluruh 
elemen bangsa untuk memperkuat posisi Indonesia 
di kancah hukum internasional.

Melalui konferensi pers yang dilaksanakan pada 
Jumat, 9 Mei 2025 tersebut bertujuan untuk 
menyampaikan komitmen Indonesia dalam 
memperkuat representasi negara berkembang 
di forum hukum internasional serta mendorong 
partisipasi aktif individu Indonesia dalam 
pembentukan dan pengembangan norma hukum 
global. Kedua tokoh tersebut diusung atas dasar 
kapasitas pribadi dan profesionalisme, dengan 
latar belakang keahlian di bidang hukum laut dan 
hukum internasional, serta semangat membawa 
perspektif negara kepulauan dan dunia ketiga 
dalam membentuk sistem hukum internasional 
yang lebih inklusif dan berkeadilan.
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Perdana! PERADI YLC Dorong 
Semangat Kolaborasi Advokat Muda 
dalam Leadership Development 
Program

Mediajustitia.com – Perhimpunan Advokat 
Indonesia Young Lawyers Community (Peradi 
YLC) untuk pertama kalinya menyelenggarakan 
Leadership Development Program (LDP) 2025 Batch 
I di Yogyakarta. 

Kegiatan LDP 2025 Batch I di Yogyakarta ini 
menjadi momen strategis dalam membangun 
kepemimpinan para advokat muda yang 
tergabung dalam Peradi. Dengan dihadiri oleh 130 
peserta LDP yang terdiri dari pengurus pusat dan 
perwakilan cabang yang terdiri dari 76 daerah dari 
seluruh wilayah Indonesia. Program ini dirancang 
untuk mengasah kemampuan kepemimpinan, 
etika profesi, dan pemahaman mendalam terkait 
penegakan hukum. 

Ketua Pengurus Pusat YLC, Andra Reinhard Pasaribu, 
S.H., M.H. menjelaskan LDP (Leadership Development 
Program) yang diselenggarakan oleh Peradi YLC 
merupakan bentuk komitmen untuk mendukung 
program kaderisasi yang dicanangkan oleh DPN 
Peradi. 

“Kegiatan LDP Peradi YLC ini adalah komitmen kita 
mendukung upaya kaderisasi DPN Peradi agar 
kegiatan tidak bertumpu pada hal administratif 
saja, akan tetapi juga dapat dilihat oleh khalayak 
umum bahwa DPN Peradi mampu melahirkan 
kualifikasi advokat muda di level nasional hingga 
internasional.” Jelas Andra Reinhard Pasaribu.

Ketua Pelaksana LDP 2025 Batch I, Johanes Norman 
Manurung, S.H. menyatakan bahwa program ini 
bertujuan untuk membekali advokat muda dengan 
keterampilan dan wawasan yang dibutuhkan 
dalam menghadapi dinamika profesi hukum yang 
terus berkembang. Ia juga menyoroti pentingnya 
integritas dan profesionalisme dalam menjalankan 
tugas sebagai advokat.
Selain aspek pembinaan, LDP juga mengedepankan 
nilai-nilai integritas dan semangat keadilan. Hal ini 
sejalan dengan pesan penting dari Ketua Umum  
Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI Prof. Dr. 
Otto Hasibuan, S.H., M.H. yang menyerukan generasi 
muda advokat untuk menjadi pejuang keadilan, 
bukan sekadar pedagang perkara.
“Kebutuhan akan peningkatan aspek substansial 

Liputan dan Berita  |  Kamis, 12 Juni 2025

Baca berita lainnya di https://www.mediajustitia.com/berita/
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mengedepankan nilai-nilai integritas dan 
semangat keadilan. Hal ini sejalan dengan pesan 
penting dari Ketua Umum  Dewan Pimpinan 
Nasional (DPN) PERADI Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., 
M.H. yang menyerukan generasi muda advokat 
untuk menjadi pejuang keadilan, bukan sekadar 
pedagang perkara.
“Kebutuhan akan peningkatan aspek substansial 
seperti kesadaran etik dan profesionalitas dalam 
diri advokat mendorong dibentuknya YLC sebagai 
wadah kaderisasi advokat muda PERADI,” jelas Prof. 
Dr. Otto Hasibuan.

Prof. Dr. Otto Hasibuan menegaskan bahwa seorang 
advokat harus memiliki komitmen tinggi terhadap 
keadilan sosial dan memperjuangkan hak-hak 
masyarakat tanpa mengorbankan prinsip moral 
dan profesionalisme. Ia berharap para peserta LDP 
dapat menanamkan semangat tersebut dalam 
setiap langkah profesinya.

Program LDP 2025 Batch I menghadirkan beragam 
sesi pelatihan, diskusi, dan simulasi yang bertujuan 
memperkuat soft skills dan hard skills para 
peserta. Materi yang disajikan meliputi strategi 
kepemimpinan, manajemen kasus, etika advokat, 
serta teknik komunikasi efektif dalam dunia hukum.

Pemilihan Yogyakarta sebagai lokasi pelaksanaan 
LDP bukan tanpa alasan. Kota yang dikenal sebagai 
pusat pendidikan dan budaya ini dianggap mampu 

menciptakan suasana belajar yang kondusif untuk 
pengembangan diri para advokat muda.

Para peserta LDP datang dari berbagai daerah di 
Indonesia, menunjukkan komitmen PERADI dalam 
menjaring dan membina advokat muda secara 
merata di seluruh tanah air. Antusiasme peserta 
terlihat dari kesungguhan mereka mengikuti 
seluruh rangkaian kegiatan.
Johanes Norman Manurung, S.H. selaku Ketua 
Pelaksana,  berharap agar program ini tidak hanya 
sekadar menjadi ajang pembelajaran, tetapi juga 
mampu memperkuat jaringan profesional antara 
advokat muda, sehingga kolaborasi dan solidaritas 
dalam profesi semakin kokoh.

Selain itu, LDP diharapkan menjadi tonggak awal 
dalam mendorong generasi penerus PERADI untuk 
terus berkarya dan berkontribusi dalam penegakan 
hukum yang adil dan bermartabat di Indonesia.

Selain materi dari DPN PERADI dengan para 
narasumber luar biasa, para peserta juga dibekali 
dengan pelatihan kedisiplinan yang diberikan 
langsung oleh Kopasgat TNI AU (Komando Pasukan 
Gerak Cepat) yang merupakan pasukan khusus 
Angkatan Udara Indonesia yang dikenal juga 
dengan sebutan Baret Jingga. Dengan demikian, 
selain menjadi Advokat muda yang cerdas dan 
berintegritas, YLC diharapkan akan menjadi calon-
calon pemimpin masa dengan di dunia advokat.

Kegiatan ini mendapat respon positif dari 
berbagai kalangan, termasuk praktisi hukum 
senior yang menilai LDP sebagai inovasi penting 
untuk regenerasi advokat yang berkualitas dan 
berintegritas.

Dengan terselenggaranya Leadership Development 
Program 2025 Batch I di Yogyakarta, PERADI YLC 
semakin menunjukkan komitmennya dalam 
mencetak advokat muda yang profesional dan 
berdedikasi tinggi, siap menjadi garda terdepan 
penegak keadilan di masa depan.

PROF. DR. OTTO HASIBUAN, S.H., M.M.
Ketua Umum DPN PERADI
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Elevating Arbitration Expertise: 
Justitia Training Center & CIArb Host 
International Arbitration Training in 

INTERNATIONAL ARBITRATION COURSE 
26 Februari 2025

Februari

Mediajustitia.com – Justitia 
Training Center recently 
held an international 
arbitration training in 
Indonesia in collaboration 
with the Chartered Institute of 
Arbitration (CIArb) Indonesian 
Chapter. The training, which 
was held on Monday and 
Tuesday, February 25-26, 2025, 
at Le Méridien Hotel Jakarta, 
Central Jakarta, was attended 
by 40 participants from various 
government institutions and 
large companies in Indonesia.
This international arbitration 
training was attended by 
two speakers who are world-
renowned arbitrators, namely 
Mary BL Thomson, who is a 
Chartered Arbitrator, Mediator 
& Adjudicator Barrister Pacific 
Chambers, former Solicitor 
Associate Member, and 36 

Stone Chambers London & 
Singapore, and Karen Mills, J.D., 
F.C.I.Arb, F.C.I.Arb., F.HKI Arb., 
F.S.I.Arb., who is a Chartered 
Arbitrator, one of the leading 
arbitrators in Asia according 
to all published publications 
and surveys, and has handled 
various arbitration cases in 
various countries such as 
Indonesia, Singapore, Hong 
Kong, Malaysia and the USA, 
among others. 

The training was also attended 
by Andriansyah Tiawarman 
K, S.H., M.H., CCD, CMLC, 
C.Med., as President Director 
of Justitia Training Center, 
Dhea Yulia Maharani, S.H., M.H., 
CCD, C.Med., as Director of 
Training and Certification of 
the Justitia Training Center, as 
well as several international 

arbitration practitioners such 
as Ilman Rakhmat, S.H., LL.M., 
FCIArb, Windri Marieta, FCIArb, 
John Lumbantobing, FCIArb, 
Simon Barrie Adiwidagdo 
FCIArb, Suar Sanubari, S.H., 
LL.M., MCIArb, and Albertus 
Aldio Primadi, S.H., LL.M., 
MCIArb.

Dhea, who also the Event 
Coordinator, reported that 
the participants were very 
enthusiastic to participate in 
the international arbitration 
training. 

“Justitia opened 40 seats for 
this event and received 40 
participants who registered 
from different institutions. 
There are 6 participants who 
registered from Kejaksaan 
Agung Republik Indonesia, 
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. There are 6 participants who 
registered from Kejaksaan 
Agung Republik Indonesia, 
there are 11 participants 
who registered from 
various state companies 
such as Garuda Indonesia, 
Hutama Karya, Antam and 
so on, and there are also 14 
participants who registered 
from various law firms and 
the rest from universities, 
legal aid and private 
companies. To be honest 
ladies and gentlemen, there 
are actually many more 
participants who want to 
register, but the place for 
this event is full and we 
recommend to register in 
other events organized by 
CIArb Indonesia Chapter 
and Justitia Training 
Center,” she said.

In this international 
arbitration training, Ilman 
Rakhmat and Windri 
Marieta who are co-chairs 
of the CIArb Indonesian 
Chapter, have opened the 
training with enthusiasm 
and explained the training 
sequence in detail, including 
the online assessment that 
must be completed by each 

participant. 

“Please use this opportunity. 
It’s not every year that we 
have the approval from the 
headquarter to conduct an 
entry course,  so this is very 
valuable”. Moreover, Ilman 
expressed his gratitude to 
Justitia Training Center to 
welcome this collaboration, 
“Thank you so much for 
participating in this course. 
And we would also like 
to extend our gratitude 
to Justicia Training for 
the collaboration, a very 
professional cooperation, 
and we look forward to 
having more opportunities 
of collaborating in the 
future. Thank you,” said 
Ilman, followed with the 
explanation by Windri of 

the procedure for online 
assessment.

“Once you take the 
assessment and you 
pass, there will be an 
announcement in your 
email confirming your 
successful passing of 
the assessment, and 
afterwards you can then, 

after successful completion, 
you are then eligible to 
apply for the associate 
grade membership,” she 
continued.

In her speech, Karen Mills 
also shared her experience 
as an arbitrator and opened 
this international arbitration 
training with hope: 

“I just want to welcome you 
all and I hope you enjoy 
and get a lot out of this 
course. As you probably 
know, the Chartered 
Institute is the first and only 
institute in the world that 
provides qualifications and 
certifications for arbitrators, 
and every arbitrator who 
acts as an arbitrator in 
most arbitrations around 
the world, you will see that 
they are members of the 
Chartered Institute. So I hope 
all of you will try to upgrade 
to become members. I 
hope you all do well in this 
course because this course 
is the foundation, the 
basic information and the 
foundation that you need 
to move up to become an 
arbitrator.”

Karen Mills has been an 
arbitrator for more than 20 
years, she also said that 
arbitration, is the thing that 
she likes and enjoy the 
most, also the best thing 
that she does. Karen hopes 
that all other participants 
will have the same thought 
and become an expert 
arbitrator.

On the other hand, Mary 
Thomson also explained the 
introduction to arbitration, 
saying that the purpose of 

Baca berita lainnya di https://www.mediajustitia.com/berita/
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this training is to introduce 
the general principles of 
international arbitration 
and its relationship with 
other forms of dispute 
resolution. In her opinion, 
arbitration is one form of 
dispute resolution that 
is often referred to as 
ADR (Alternative Dispute 
Resolution) or an alternative 
to court litigation. Mary 
believes that in the long run, 
arbitration will better serve 
society, and this training 
also aims to introduce the 
international arbitration 
framework.

“So a little bit more about the 
Chartered Institute. It’s an 
independent charitable, so 
not-for-profit organization 
consisting of members.It 
was incorporated in 1915, 1st 

of March 1915. So it’s been 
around for over 100 years 
now. And it receives its Royal 
Charter from the former 
Queen, Queen Elizabeth in 
1979. So why do we say it’s a 
membership organization? 
Because it has members 
spread all over the 
world. It’s organized into 
branches. And then within 
the branches, some of the 
branches have chapters”, 
she said.

After the two-days-course, 
all participants received a 
Certificate of Attendance 

by CIArb and Certificate of 
Appreciation from Justitia 
Training Center.

At the end, Prof. Hikmahanto 
Juwana, S.H., LL.M., Ph.D., the 

Advisor of Justitia Training 
Center, shared some 
insights on the matter, 
stating, “In any case, the 
law is very important. Lastly, 
is to convince an arbitrator. 
And the key to winning an 
arbitration is you need to 
have a good expert. That 
is very important. Why is it 
very important? Because if 
you have a good expert, and 
they are knowledgeable on 
Indonesian law, not only 
contract law or company 
law, but any kind of 
Indonesian law, this is very 
good because Indonesian 
law can be interpreted 
either way. When you have 
a good expert, they can 
convince the arbitrator”. 

Prof. Hikmahanto Juwana 
also emphasized the 
importance of such training 
for arbitrators, stating 
that it can enhance their 
skills, particularly in the 
international arena. 

“It is my hope that this will 
not be the last event that 
Justicia Training Center 
will conduct on this issue, 
and that we will have the 
opportunity to address 
other issues as well,” he 
added to conclude his 
remarks.”
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Justitia Training Center dan Hukumonline 
Gelar In House Training Perancang 
Kontrak Pengadaan Secara Daring: Perkuat 
Pemahaman Hukum dengan Pelatihan dan 
Sertifikasi Perancangan Kontrak Pengadaan 
Barang dan Jasa

IN HOUSE TRAINING 22 Maret 2025
MARET

Mediajustitia.com – Bersama 
Perkumpulan Perancang dan 
Ahli Hukum Kontrak Indonesia 
(PAHKI), Justitia Training 
Center berkolaborasi dengan 
Hukumonline selenggarakan 
In House Training Pelatihan 
dan Sertifikasi Perancang 
Kontrak Pengadaan Barang 
dan Jasa, pada 19 s.d. 22 Maret 
2025.

Kegiatan yang dilaksanakan 
selama empat hari tersebut 
berlangsung secara daring 
melalui Zoom Meeting, yang 
diikuti sebanyak 27 peserta 
dari berbagai kalangan baik 
instansi maupun individu. 
Kegiatan dibagi menjadi 2 
bagian yaitu Pelatihan selama 
3 hari, dan Uji Kompetensi 
di hari terakhir. Sambutan 
pembuka disampaikan oleh 
Andriansyah Tiawarman K, 
S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., 
C.Med., selaku Presiden Direktur 
Justitia Training Center yang 

menekankan bahwa Kontrak 
pengadaan harus melindungi 
kepentingan pengguna 
barang/jasa, seperti 
pemerintah atau perusahaan, 
agar mendapatkan- barang/
jasa yang sesuai dengan 
kebutuhan. Namun, kontrak 
juga harus adil bagi penyedia 
barang/jasa dengan 
memberikan kepastian hukum 
dan jaminan pembayaran 
sesuai kesepakatan.

“Salah satu tantangan 
utama dalam penyusunan 
kontrak pengadaan 
adalah menyeimbangkan 
kepentingan antara penyedia 
barang/jasa dan pengguna 
barang/jasa. Di satu sisi, 
kontrak harus memberikan 
perlindungan yang cukup bagi 
pemerintah atau perusahaan 
sebagai pengguna, agar 
mendapatkan barang/
jasa yang sesuai dengan 
kebutuhan. Di sisi lain, 

kontrak juga harus adil 
bagi penyedia barang/
jasa, agar mereka dapat 
menjalankan kewajibannya 
dengan kepastian hukum 
yang jelas dan mendapatkan 
pembayaran sesuai 
kesepakatan.” Jelasnya.

Andriansyah Tiawarman K, 
juga menjelaskan penyusunan 
kontrak harus dilakukan 
dengan cermat berdasarkan 
teori, asas, peraturan, dan 
praktik hukum agar sesuai 
regulasi, memberikan 
perlindungan hukum, serta 
mengoptimalkan manfaat 
bagi semua pihak.

“Terlebih, klausul dalam 
kontrak dapat memberi 
pengaruh yang sangat besar 
di kemudian hari. Maka dari 
itu, membuat kontrak tidak 
bisa asal-asalan, harus 
memperhatikan teori, asas, 
peraturan yang berlaku, serta 



Media Justitia  |  21

praktik hukum secara universal, 
sehingga peran perancang 
kontrak menjadi sangat penting 
untuk memastikan kesesuaian 
dengan regulasi, perlindungan 
hukum bagi para pihak, serta 
optimalisasi manfaat bagi 
institusi maupun masyarakat 
luas.” Jelas Andriansyah. Chief 
Operating Officer Hukumonline.
com, Jan Ramos Pandian, 
juga memberikan sambutan. 
Ia menyampaikan bahwa 
pihaknya sangat antusias atas 
terselenggaranya pelatihan dan 
sertifikasi ini.

“Kami sangat senang dapat 
melaksanakan pelatihan dan 
sertifikasi perancang kontrak 
barang dan jasa. Peran Bapak/
Ibu sebagai perancang kontrak 
dalam pengadaan barang dan 
jasa sangat penting,” ungkap 
Jan Ramos. 
Menurutnya, peran ini tidak 
hanya terkait aspek teknis, tetapi 

juga menjadi kunci keberhasilan 
pengadaan barang dan jasa 
di perusahaan atau organisasi 
masing-masing.”
“Perancang kontrak harus 
menguasai kontrak yang jelas 
dan sesuai dengan peraturan 
perundang - undangan yang 
berlaku, aturan pengadaan 
sangat kompleks dan rumit, 
sehingga memahami peraturan 
ini sangat penting agar proses 
pengadaan berjalan efektif dan 
sesuai aturan,” tambahnya. 
Para narasumber yang 
dihadirkan dalam pelatihan 
ini antara lain, Assoc. Prof. Dr. 
Chandra Yusuf, S.H., LL.M., MBA., 
MMgt.; Prof. Hikmahanto Juwana, 
S.H., LLM., Ph.D.; Prof. Dr. Faisal 
Santiago, S.H., M.M.; Andriansyah 
Tiawarman K., S.H., M.H., CCD., 
CTLC., CMLC., C.Med.; Khalid 
Mustafa, S.T., M.kom., CCMS., 

C.M.C., C.Psp., CCD., CPCD., CLD., 
CLA., CPSt.; Reghi Perdana, S.H., 
LL.M.; Rista Natalia Sinaga, S.E., M.E.
Pada hari terakhir kegiatan, 
para peserta melakukan Uji 
Kompetensi melalui Lembaga 
Sertifikasi Profesi (LSP) 
Justitia. Kemudian peserta 
yang dinyatakan kompeten 
akan memperoleh sertifikat 
kompetensi yang telah terlisensi 
oleh Badan Nasional Sertifikasi 
dan Profesi (BNSP).

Untuk info In House Training 
Pelatihan dan Sertifikasi 
Perancang Kontrak Pengadaan 
Barang dan Jasa selanjutnya 
dapat menghubungi +62 811-
1021-126 (Syifa) atau +62 811-1811-
492 (Talitha).

Baca berita lainnya di https://www.mediajustitia.com/berita/
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Tingkatkan Kompetensi Hukum, Dinas 
Hukum TNI AU Gelar In House Training 
Pelatihan Legislative Drafter Bersama 
Justitia Training Center
Mediajustitia.com – Tingkatkan 
Kompetensi Hukum, Dinas Hukum TNI 
AU Gelar Pelatihan Legislative Drafter 
Bersama Justitia Training Center 
pada 11 hingga 13 Februari 2025. 
Kegiatan dibuka oleh Andriansyah 
Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CTLC., 
CMLC., C.Med. (Presiden Direktur Justitia 
Training Center) dan Marsma TNI 
Agus Pramono, S.H., LL.M., Ph.D. (Kepala 
Dinas Hukum TNI Angkatan Udara). 
Andriansyah Tiawarman K menyambut 
senang dan mengapresiasi Dinas 

Hukum TNI Angkatan Udara yang 
memiliki kesadaran akan pentingnya 
pengembangan kompetensi dan sertifikasi 
di Indonesia. Menurutnya, memiliki 
kompetensi saja tidak cukup apabila tidak 
dilengkapi dengan pengakuan kompetensi.
“Sebagai bagian dari institusi yang 
berperan dalam penyelenggaraan 
hukum di lingkungan TNI Angkatan 
Udara, kemampuan dalam menyusun 
regulasi yang jelas, sistematis, dan 
sesuai dengan ketentuan hukum 
yang berlaku adalah suatu keharusan. 
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Pada penghujung kegiatan nanti Bapak/
Ibu akan mengikuti uji sertifikasi melalui 
Lembaga Sertifikasi Profesi Hukum 
Indonesia (LSP HI) telah terlisensi oleh BNSP. 
Bapak/Ibu akan dinilai dalam 3 dimensi 
kompetensi, yakni skill, knowledge dan 
attitude. Jadi tidak hanya keterampilan 
atau pengetahuan saja, melainkan 
atitudenya juga akan menjadi poin 
pertimbangan.” ujar Andriansyah. 

Lebih lanjut, Andriansyah menjelaskan 
bahwa sejatinya kerja sama antara Justitia 
Training Center dan TNI Angkatan Udara 
sudah terjalin sejak 4 (empat) tahun lalu 
pada kegiatan Pelatihan Teknis Advokasi 
Perancangan Kontrak Pengadaan Barang 
dan Jasa.

Adapun Marsma TNI Agus Pramono 
menekankan urgensi pelatihan ini dalam 

konteks peraturan dan keputusan yang 
semestinya disusun secara sistematis dan 
konsisten, berdasarkan peraturan yang 
lebih tinggi, sebagai dasar hukum yang 
menguatkan validitas tata hukum secara 
keseluruhan. 

“Peraturan dan keputusan yang berlaku 
disusun secara komprehensif, konsisten, 
dan hierarkis yang berpangkal pada 
peraturan yang lebih tinggi, dan atau 
berada di atasnya sebagai hukum dasar, 
atau Lex Superior Derogat Lex Inferiori, dan 
merupakan legitimasi akhir dari validitas 
keseluruhan tata hukum.” ungkap Marsma 
TNI Agus Pramono.

Selain itu Marsma TNI Agus Pramono 
menjelaskan bahwa dengan adanya 
sertifikasi bagi setiap perwira hukum 
yang mengikuti kegiatan Legislative 

Baca berita lainnya di https://www.mediajustitia.com/berita/
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Drafter, maka akan memberikan suatu 
nilai tambah dan juga sebagai suatu 
pengesahan terhadap kemampuan yang 
telah dimiliki oleh setiap peserta.

Selama dua hari pelatihan, peserta akan 
dibimbing oleh para narasumber ahli yang 
berpengalaman, antara lain:

Masing-masing narasumber akan berbagi 
wawasan tentang berbagai aspek dan 
teknik penting dalam menyusun peraturan 
perundang-undangan, termasuk 
melakukan simulasi rancangan peraturan 
perundang-undangan.

Dalam wawancara dengan tim Media 
Justitia, Marsma TNI Agus Pramono, S.H., 
LL.M., Ph.D., menyatakan bahwa DISKUMAU 

sangat menghargai kerjasama dengan 
Justitia Training Center dalam memberikan 
pelatihan dan sertifikasi kepada para 
anggota Dinas Hukum TNI Angkatan Udara 
“Saya berpikir dan berdiskusi dengan 
staf bahwa ilmu maupun keterampilan, 
skill, knowledge maupun attitude harus 
dibangun untuk menyusun suatu 
perundang-undangan. Jadi tidak hanya 
di level undang-undang tetapi peraturan 
pemerintah termasuk sampai ke 
penjabaran, aturan turunannya kita juga 
harus memiliki semangat atau motivasi 
yang benar supaya ada kemanfaatan 
atau kepastian hukum ketika suatu 
perundang-undangan itu diterbitkan, itu 
bisa efektif berlaku, diimplementasikan 
dengan masyarakat.” Jelasnya. 

Dengan mengikuti pelatihan dan sertifikasi 
ini, para peserta diharapkan mampu 
meningkatkan keterampilan mereka 
dalam merancang kontrak yang sesuai 
dengan standar hukum yang berlaku, 
serta siap menghadapi tantangan di dunia 
hukum yang semakin kompleks.

Marsma TNI Agus Pramono, S.H., LL.M., Ph.D.
Kepala Dinas Hukum TNI Angkatan Udara

• Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.
• Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H. 
• Assoc. Prof. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.
• Dr. Afdhal Mahtta, S.H., M.H..
• Sony Maulana Sikumbang, S.H., M.H.
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Justitia Training Center Cetak Mediator 
Profesional Lewat Pelatihan Angkatan LIV

PELATIHAN DAN SERTIFIKASI 25 Mei 2025
Mei

Mediajustitia.com – Justitia Training Center 
salah satu lembaga sertifikasi mediator yang 
terakreditasi oleh Mahkamah Agung dan terlisensi 
oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) 
menggelar Pelatihan dan Sertifikasi Mediator 
Angkatan LIV. Kegiatan ini berlangsung selama 6 
hari, pada tanggal 20 s.d. 25 Mei 2025.

Pelatihan ini dilaksanakan secara daring melalui 
zoom meeting. Adapun peserta pada Pelatihan 
dan Sertifikasi Mediator Angkatan LIV berjumlah 56 
orang peserta yang berasal dari berbagai instansi 
maupun perorangan. 

Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CMLC., 
CTLC., CLA., C.Med., ACIArb. Presiden Direktur Justitia 
Training Center, membuka pelatihan dengan 
menjelaskan bahwa mediator berperan sebagai 
penengah yang membantu pihak-pihak yang 
bersengketa dalam mengidentifikasi masalah dan 
mencari solusi bersama. Oleh karena itu, seorang 
mediator non-hakim perlu memiliki keterampilan 
yang memadai agar dapat menjalankan perannya 
secara efektif. 

“Seorang mediator berperan sebagai penengah 
yang membantu para pihak untuk menyelesaikan 
sengketa maupun persoalan yang dihadapinya. 
Mediator juga akan membantu para pihak 
mengidentifikasi masalah yang perlu dihadapi 
bersama dan membantu para pihak yang 
bersengketa mengembangkan berbagai solusi 
penyelesaian sengketa. Maka dari itu, mediator non 
hakim perlu memiliki keterampilan yang memadai 
guna menjalankan tugasnya.” jelasnya. 

Andriansyah Tiawarman K, juga berharap kegiatan 
ini tidak hanya menjadi langkah penting dalam 
peningkatan kompetensi Bapak/Ibu, tetapi juga 
mampu melahirkan mediator non-hakim yang 

kompeten, profesional, dan kredibel dalam 
membantu penyelesaian sengketa.

“berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi langkah 
penting dalam peningkatan kompetensi Bapak/
Ibu, tetapi juga mampu melahirkan mediator non-
hakim yang kompeten, profesional, dan kredibel 
dalam membantu penyelesaian sengketa.” 
tambahnya.

Harapan beliau, melalui kegiatan ini, para mediator 
non-hakim akan memiliki kualitas, kompetensi, 
serta menjunjung tinggi integritas dan kode etik, 
sehingga dapat meningkatkan minat stakeholder 
untuk memilih mediasi sebagai alternatif 
penyelesaian sengketa.

Adapun narasumber yang dihadirkan pada 
pelatihan ini antara lain, Prof. Hikmahanto Juwana., 
S.H., LL.M., Ph.D.; Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M.; 
Assoc Prof. KMS Herman, S.H., M.H.; Dr. Diah Sulastri 
Dewi, S.H., M.H.; Dr. H. Edi Hudiata, Lc., M.H.; Dr. Henny 
Marlyna, S.H., M.H., M.L.I.; Dr (c). Dhea Yulia Maharani, 
S.H., M.H., CCD., C.Med., ACIArb.; Dr (c) Semmy Arter 
Mantouw, S.H., M.M., M.H.; Andriansyah Tiawarman K, 
S.H., M.H., CCD., CMLC., CTLC., CLA., C.Med., ACIArb.; 
Ismu Bahaiduri, S.H., M.H.; Wiwiek Awiati, S.H., M.H. 

Pada penghujung kegiatan, para peserta akan diuji 
kompetensinya dan berkesempatan mengikuti 
uji sertifikasi yang terlisensi oleh BNSP melalui 
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Justitia. 

Informasi mengenai Pelatihan dan Sertifikasi 
Mediator selanjutnya bisa menghubungi 0811 1282 
112 (Rafly) atau 0811 9000 6150 (Qory).
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Ojak Situmeang: Darurat
Profesi Advokat !

Mediajustitia.com  – Baru-baru ini dunia 
profesi hukum kembali menjadi sorotan, bukan 
karena prestasi namun kali ini lebih karena 
sensasi. Apa yang menjadi cita-cita luhur 
profesi advokat yakni sebagai profesi officium 
nobile menjadi bak jauh panggang daripada 
api.

Prilaku minor dan jauh dari kesan profesi 
terhormat tercermin dari peristiwa yang 
terjadi di suatu Pengadilan Negeri baru-baru 
ini. Hal mana terdapat suatu peristiwa seorang 
advokat yang naik ke Meja pada Ruang sidang 
dan terjadi beberapa peristiwa keributan yang 
sontak menjadi perhatian masyarakat pada 
profesi ini.

Keprihatinan ini bukan tanpa sebab, hal mana 
sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 
(“UU Advokat”) dengan tegas menyatakan 
bahwa advokat wajib menjalankan profesinya 
dengan menjunjung tinggi martabat dan 
kehormatan profesi serta tunduk pada kode etik 

profesi, bukan justru dengan mempermalukan 
dirinya sendiri dengan melakukan perbuatan-
perbuatan yang tidak pantas dan layak di 
dalam ruang persidangan.

“Tidak ada asap jika tak ada api, tercorengnya 
profesi advokat tidak lepas dari peran advokat 
itu sendiri, organisasi advokat, lembaga 
yudikatif dan eksekutif yang memiliki porsi 
masing-masing dalam menimbulkan situasi 
darurat advokat ini,” tegas Ojak Situmeang 
yang merupakan seorang Advokat dan 
Bendahara Umum Perkumpulan Konsultan 
Hukum dan Pengacara Pertambangan 
Indonesia (PERKHAPPI).

Tidak adanya kesempahaman dan ego 
sentris diantara masing-masing advokat 
yang terdapat pada suatu organisasi advokat, 
ambiguitas eksistensi produk Mahkamah 
Agung RI yang tercermin pada Surat KMA No. 73/
KMA/HK.01/IX/2015 dan minimnya peran serta 
political will pemerintah dalam membenahi 
persoalan ini membuat dunia profesi advokat 

OPINI HUKUM

Baca berita lainnya di https://www.mediajustitia.com/berita/



Disatu sisi, diskursus terkait organisasi advokat 
yakni single bar atau multi bar masih terus ramai 
diperdebatkan di kalangan profesi advokat. 
Transformasi bentuk organisasi advokat dari 
single bar ke multi bar dipertegas dengan 
adanya Surat Keputusan Mahkamah Agung 
No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 yang pada pokoknya 
mengatur  bahwa Ketua Pengadilan Tinggi 
(KPT) memiliki kewenangan untuk melakukan 
penyumpahan terhadap advokat yang 
memenuhi syarat dari organisasi manapun, 
hal mana tentunya sangat bertentangan 
dengan Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat yang 
mengatur tentang wadah tunggal Organisasi 
Advokat.
 
Sampai dengan tahun 2024 terdapat lebih 
dari 46 organisasi advokat yang telah 
eksis dan melakukan pendidikan, ujian dan 
pengangkatan advokat dengan masing-
masing standar prosedur, kompetensi, dan 
motivasi yang berbeda-beda.
 
Lahirnya berbagai organisasi advokat ini 
tentunya menimbulkan anomali tersendiri 
dalam penegakan hukum, hal ini di picu 
dengan adanya standarisasi yang sama, mulai 
dari perekrutan, pendidikan, pengangkatan 
advokat sampai dengan penegakan kode 
etik. Hal ini sekaligus menyebabkan sulitnya 
pengawasan dan pemberian sanksi kode 
etik kepada advokat, karena masing-masing 
advokat yang diberikan sanksi dapat dengan 
mudahnya pindah ke organisasi lainnya

Ketidakteraturan organisasi advokat ini 
membawa dampak negatif terhadap advokat 
dan proses penegakan hukum, dapat 
dibayangkan jika pembiaran ini berlanjut dan 
berkepanjangan maka profesi Advokat itu 
sendiri menjadi dipandang disebelah mata 
dan rawan terjadinya malapraktik advokat. 
Sehingga tujuan dari fungsi dari organisasi 
advokat untuk meningkatkan kualitas profesi 
advokat itu sendiri menjadi sulit tercapai.

Hal ini diperparah dengan minimnya perhatian 
dan dukungan dari lembaga eksekutif dan 
yudikatif dalam menjalankan peran dan 
fungsi monitoring baik terhadap advokat 
dan organisasi advokat yang memberikan 
dampak langsung terhadap perolehan akses 
keadilan termasuk bagi masyarakat marginal 
dan rentan.

Oleh sebab itu, revisi UU Advokat perlu segera 
dilakukan oleh lembaga legislatif agar   
organisasi advokat memiliki kompetensi 
yang dapat teruji dan terukur, memiliki 
standardisasi dalam sistem pengangkatan 
advokat dan penegakan kode etik yang tegas 
dan akuntabel.

Ditulis oleh:
Ojak Situmeang, S.H., M.H., C.L.A., CTLC
Advokat, Kurator & Pengurus, Bendahara 
Umum PERKHAPPI
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